
125 

 

 

BAB V  

PENUTUP  

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian dalam bab IV, maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Progresivitas kewenangan MK dalam putusan nomor 90/PUU-

XXI/2023, MK senantiasa menjaga independensi dan 

profesionalitasnya dalam menafsirkan konstitusi serta menjalankan 

fungsi pengujian undang-undang. Progresivitas yang tampak dalam 

putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 

merupakan upaya responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan 

perkembangan hukum, tanpa meninggalkan prinsip-prinsip negara 

hukum yang demokratis. Putusan 90/PUU-XXI/2023 menjadi bukti 

bahwa MK tidak hanya bertindak sebagai negative legislator, tetapi 

juga sebagai jembatan korektif untuk memastikan keadilan 

substansial tetap terjaga. Tindakan progresif MK terlihat dari 

keberaniannya mengambil interpretasi yang luas terhadap norma 

dan mengakomodasi kebutuhan elektoral yang relevan bagi 

perkembangan demokrasi di Indonesia. Progresivitas tersebut tetap 

diiringi dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan 

akuntabilitas. MK menjunjung tinggi mekanisme kontrol etik 

melalui Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan 
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melaksanakan monitoring serta evaluasi terhadap putusan-putusan 

yang telah dikeluarkan. Setiap langkah progresif yang diambil 

selalu disandarkan pada argumentasi hukum yang rasional dan 

terukur, dalam koridor konstitusi dan kepentingan masyarakat luas. 

progresivitas kewenangan MK ke depan tetap konsisten dalam 

mengawal konstitusionalitas, menjaga kepercayaan publik, serta 

mewujudkan sistem hukum yang adaptif, adil, dan berintegritas 

bagi seluruh rakyat Indonesia.  

2. Penerapan dan  batasan bentuk progresivitas kewenangan MK 

dalam putusan judicial review dalam rangka supremasi konstitusi 

merupakan elemen yang sangat penting dalam menjaga 

keseimbangan antara peran MK sebagai pengisi kekosongan hukum 

dan sekaligus penjaga legitimasi demokrasi melalui pelaksanaan 

pemilu tepat waktu. Meskipun kewenangan MK terus berkembang 

dan memberikan ruang untuk putusan-putusan yang progresif guna 

menyesuaikan hukum dengan kebutuhan masyarakat yang dinamis, 

pembatasan progresivitas harus dilakukan agar tidak melampaui 

mandat konstitusional dan mengganggu legitimasi elektoral sebagai 

sumber utama kekuasaan politik. Putusan Mahkamah Konstitusi 

Nomor 90/PUU-XXI/2023 menunjukkan bagaimana MK 

menyesuaikan putusan berdasarkan urgensi pelaksanaan pemilu 

dengan waktu yang sangat terbatas, tetap memprioritaskan stabilitas 
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demokrasi dan kepentingan publik secara luas tanpa mengabaikan 

keterbatasan waktu maupun legitimasi pemilu. MK bertanggung 

jawab menjaga tiga pilar utama, yaitu supremasi konstitusi, 

tegaknya keadilan, dan perlindungan terhadap legitimasi elektoral, 

yang semuanya harus dijaga secara seimbang agar putusan tetap 

progresif namun tidak menimbulkan ketidakpastian hukum maupun 

gangguan terhadap proses demokrasi. Karena itu, batas 

progresivitas kewenangan MK berfungsi sebagai mekanisme 

kontrol yudisial yang mencegah perluasan kewenangan yang 

berlebihan sehingga menghindari potensi krisis kepercayaan politik 

dan hukum di masyarakat, sekaligus memastikan MK tetap dapat 

beradaptasi dengan perubahan sosial dan politik tanpa melampaui 

fungsi konstitusionalnya. Pertanggungjawaban progresivitas 

kewenangan MK tercermin dalam pelaksanaan tugasnya yang 

berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yakni menguji undang-

undang terhadap konstitusi, memutuskan sengketa kewenangan 

antar lembaga negara, dan melindungi hak-hak rakyat Indonesia 

melalui putusan yang bersifat final dan mengikat, sehingga MK 

berperan sebagai lembaga yudikatif yang menjaga keabsahan 

hukum serta menegakkan kedaulatan rakyat dalam sistem 

pemerintahan nasional. 
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 B. Saran  

         Berdasarkan hasil penelitian mengenai batas progresivitas 

kewenangan Mahkamah Konstitusi, penulis mengajukan beberapa saran 

sebagai berikut: 

1. Mahkamah Konstitusi perlu lebih meningkatkan mekanisme internal 

dalam menetapkan batasan kewenangannya, agar putusan yang 

dikeluarkan tetap sejalan dengan mandat konstitusional dan tidak 

menimbulkan kontroversi yang dapat mengganggu stabilitas politik dan 

proses demokrasi.  

2. Perlu adanya regulasi atau pedoman yang lebih jelas dari lembaga 

legislatif mengenai cakupan kewenangan progresif MK, sehingga 

mengurangi ketidakpastian hukum dan potensi multitafsir yang dapat 

memicu konflik.  

3. MK sebaiknya terus memperkuat komunikasi dan koordinasi dengan 

lembaga penyelenggara pemilu guna memastikan pelaksanaan putusan 

yang mempertimbangkan aspek teknis dan jadwal penyelenggaraan 

pemilu secara optimal.  

4. DPR dan akademisi perlu untuk membuat studi eksaminasi putusan 

putusan mk yang sifatnya positif legislature 

Dengan demikian, seluruh pemangku kepentingan dapat mendukung peran 

MK sebagai pengawal konstitusi yang progresif namun tetap berlandaskan 

prinsip hukum dan legitimasi demokrasi.  
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